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BANGGAI, MERCUSUAR
P japan Group Corporation
(J6G), kontrakior PT Donggi
Senoro Liquified Natural Gas
(DSENG) yang membangun
pabrik gas di Desa Uso,
Kecamatan Batui, ternyata
menunggak pajak dacrah
Mineral Bukan Logam'dan
Bawan (Minerba) sebesar
Bp21 Miliar

Hutang terhitung sejak
tahun 2012 dan sudah jatuh
tempo lexsebut hingga kini
belurm dilunasi oleh T JGC
kepada Pemda Banggai
Deagan alasan masih
menunggu regulasi dari
pemerintah pusat,

Penctapan besaran
Pajak Minerba senilai Rp21
miliar it, berdasarkan
asumsi Dinas Pendapatan

aten Banggai. Dinds
tan mengacu pada
Peratuxan Dacrah (Perda)
Kabupaten Banggai Nomor
15 Tahun 2011 ter

Mineral Bukan L

v FAJAK MINERBA

Kontraktor PT DS LNG
Menunggak Rp21 Miliar

Batuan, Perda tersebut
masib berlaku, karena tidak
termasuk dalam ribuan
perda yang dibatalkan
oleh Presiden Joko Widodo
melalui Kementerian Dalam
Negeri

Namun PT JGC tidak
menyanggupi besaran
tunggakan pajak
minerba tersebut, karena
manajemen PT JGC masih
akan melakukan konsultasi
ke pemerintah pusat
dalum hal ini Kementerian
Dalam Negeri, guna
mempertanyakan regulasi
atau aturan soal tata cara
perhitungan penetapan
pajak daerah,

Kepala Bidang Pajak,
Dinas Pendapatan
Kabupaten Banggai
Herman di hadapan
sejumlahanggota Komisi
DPRD Banggai Jumat pekan
lalu menyatakan, penetapan
gakan PT JGC
setelah tim teknis Dispenda

besaran tun

melakakukah pengukuran
volume galian di lokasi
PT DS LNG di Desa Uso,
Kecamatan Batui,

Dari hasil pengukuran
itulah kemudian
Dispenda Banggai
menetapkan jumlah
pajak yang diwajibkan
kepada PT JGC. Sebelum
ditetapkan, Dispenda
mengonsultasikan kepada
Herwin Yatim, saal itu
masih menjabat sebagai
Wakil Bupati Banggai.
Hasil konsultasi itu,
Wabup Herwin Yatim
memerintahkan untuk
menghitung potensi pajak
serta menagihnya

“Kami tidak paham
regulasi seperti apa
yang dimaksud PT JGC.
Padahal, semuanyasudah
jelas ada dalam peraturan
daerah. Batikan sebelum
menetapkan jumlah
pajak, kami melaporkan
kepada Wabup ketika

itu, oleh Herwin Yatim
mengatakan segera
tetapkan jumlah pajak
vang harus dilunasi PT
JGC berdasarkan aturan
dan kemudian segera
melakukan penagihan
kepada perusahan
tersebut,” ujar Herman,

Selanjutnya, Herman
bersama timnya beberapa
kali melakukan penagihan
kepada PTIGG, namunpihak
perusahaan yang bergerak
di jasa kontruks] tersebut
beralasan, pihaknya masih
akan melakukan konsultasi
terlebih dahulu ke pihak
Kemendagri di Jakarta
terkait besaran pajak itu.
Dalam penetapan jumlah
pajak Minerba, berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten BanggaiNomor
15 Tahun 2011 tentang Pajak
Minerba,

Ketua KomisiIIl DPRD
Banggai, Saripudin Tjatjo
kepada Banggai Raya (Tri

Media Grup) mengataka
sctelah mendengarapaya

disampaikan oleh Kab

Pajak dalam pertemug

antara Dispenda da

DPRD Banggai, akhirny
komisi 11T mengamb

kesimpulan bahwa merel
akan ke Kemendagri unty
memperjelas regulas
tentang penetapan paja
daerah.

Konsultasi ke Kemendag
tersebut, untuk mengetah
secara jelas seperti ap
regulasi yang mengaty
tentang besaran paja
daerah, padahal Perd
Kabupaten Bangga
sudah sangat jelas dalan
menentukan jumlah pajal
yang harus dibayar sesua
dengan volume pekerjaan.

“Konsultasi ke
Kemendagri untul
menyalamatkan uang
daerah dari sektor pajal
minerba tersebut,” tanda
politisi Golkar itu. sr




